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B hanya dengan ridho [l hidayahNya [l mampu
B buku ini [ “Konsolidasi Tanah dalam

Penataan Permukiman di Perkotaan” Dalam menyelesaikan
penyusunan buku ini, penulis meyakini bahwa Allah selalu memberi
petunjuk dan pertolongan kepada hambaNya, yang tersalur melalui
berbagai pihak, akhirnya penulis mendapat kemudahan untuk
menyelesaikannya.

Kepada
I buku

. Saya menyampaikan terima kasih. Kritik dag saran saya harapkan
semoga Allah SWT membalas semua amalanh
N, terselesaikannya penulisan buku

. Semoga pula penulisan buku ini berguna bagi siapa saja yang

|

membacanya.
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. Fenomena NN
Pembangunan I ciewasa ini

terus diharapkan meningkat dengan baik untuk pembangunan

daerah perkotaan maupun daerah pedesgan. Dalam meluaskan
pembangunan pemerintah dihadapkan h
I Scjauh yang menyangkut aspek
fisik berarti membutuhkan lahan atau tanah, sedangkan masalah

tanah di daerah perkotaan merupakan kebutuhan yang sangat

essential terutama untuk pembangunan perumahan atau

perﬁ kiman.

I sorasi, dan teratur tidak dapat

lepas dari penyediaan tanah. Pada kenyataannya, tanah yang
dibutuhkan tersebut sangat terbatas dalam penyediaannya,
sehingga hal ini dapat menimbulkan persaingan-persaingan
dalam mendapatkan sebidang tanah dan harga tanah pun ikut
menjadi naik.




Khusus di perkotaan'—
B saat ini dilgkukan [ jalan membebaskan [
milik penduduk oleh ) contoh

Perum Perumnas, [N bergerak dalam

bidang pembangunan perumahan. Cara yang demikian ini di
samping membutuhkan dana yang cukup besar, juga hanya
pihak-pihak tertentu saja yang memperoleh keuntungan dan
tidak setiap orang mampu membeli rumah yang dibangun oleh
Perum Perumnas maupun perusahaan swasta karena harganya

yang mahal.

Dalam hal penataan penyediaan _

N Giperiukan cara NN yang ada NN
—sesuai—penggunaannyc

penyediaan tanah untuk pembangunan permukiman

I O'ch karenaitu

I e kotaan (Urban Land Consolidation) yang diarahkan pada

pembangunan permukiman penduduk. Terutama di wilayah
pinggiran/perbatasan kota yang diarahkan untuk permukiman

bargdalam skala besar.

intensifikasi || NNGETNNEGEGEGEE dan
I di daerah perkotaan, terutama hal

P

i sejalan dengan kebijaksanaan tanah perkotaan. Kebijakan

B yang menyangkut pemanfaatan atau penggunaan tanah
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serta pengendaliannya. Sedangkan mekanisme serta tindakan

yang diberlakukan dalam kebijakan tanah perkotaan menjadi
dasar bagi
Tnyediaan B dalam wilayah kota.

B <o —
pengembangan il pengelolaan ruang dan tanah harus dikuasai
dan dikendalikan oleh Pemerintah. Bentuk penanganan oleh
Pemerintah dalam masalah ruang dan tanah dapat berwujud di
antaranya adalah sistem konsolidasi tanah (land consolidation).
Dalam penerapan sistem ini, pada dasarnya tidak ada pemilik
tanah yang kehilangan tanahnya, tetapi justru masih mempunyai
kewajiban menanggung beban transformasi lahan yang bernilai
rendah menjadilahan kota yang bernilai tinggi. *

Pada dasarnya tujuan dari kebijakan tanah perkotaan adalah
untuk mencapai:

1. Kemudahan memperoleh tanah bagi keperluan pembangu-
nan kota,

2. Penggunaan tanah yang seoptimal mungkin dengan
menyusun polatatagunatanahyangmantap dengandilandasi
oleh kekuatan hukum yang memadai dan mengalokasi
sumber daya tanah secara lebih efisien

3. Meraih kembali sebagian dari peningkatan nilai tanah yang
diperoleh masyarakat akibat sebagian dari peningkatan
nilai tanah yang diperoleh masyarakat akibat investasi

pembangunan dan pengembangan kota.

'C.

dikutip Buku Ajar Hukum Perumahan dan Permukiman, Fakultas Hukum Universitas
Airlangga Surabaya, 2006.h.124.
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han dan permukiman dan unsur pembangunan lainnya.
h tanah [

I, tanah. *

Rumusan-rumusan normatif kebijakan tanah perkotaan

un

tersebut di atas selanjutnya dijabarkan dalam tindakan-tindakan

yang mendukung teriadinya tujuan dari kebijaksanaan tanah
perkotaan. Mengenai h, pada [
I (BPN) Nomor
, menyatakan [l “Konsolidasi

tanah adalah kebijaksanaan pertanahan mengenai penataan

kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha
pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, untuk

kepentingan kualitas lingkungan dan pemberdayaan sumber

ya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat”
perkotaan NG

“AksentaMT, Kebijaksanaan |l Perkotaan Dalam Perspektif Management
pertanahan, Artikel. Bhumibhakti No.lO Jakarta, 1996, h.37
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—

, khususnya yang

B ini juga diperjelas dalam

disebutkan [[INNEGEN:

"Penatagunaan Tanah adalah sama dengan pola pengelolaan
tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan
tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan
pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk
kepentingan masyarakat secara adil”.

Konsolidasi tanah perkota

di Indonesia telah diperkenalkan
oleh Pemerintah Pusat C-q-h

] Reiblik Indonesia.

Kebijakan teknis yang dipakai sebglim adanya

I adalah

- Kansolidasi Tanah dalam Penataan Permukiman di Perkotaan 7




r

Faktor pendorong Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk

melaksanakan konsolidasitanah perkotaan

|

di pinggiran permukiman

B di mana wilayah tersebut merupakan
baru [

direncanakan,

B mewah dan terutama _permukiman di daerah

yang menjadi sentral industri. Serta

B timbul [ pelaksanaan

kepentingan prasarana pembangunan, baik karena keterbatasan

[

dana pemerintah maupun karena pengaruh psikologis terhadap
masyarakat.

Latar belakang dari faktor pendukung pelaksanaan konsolidasi
tanah perkotaan, dapat dikemukakan dengan alasan-alasan

sebagai berikut:

suatu IR

dibuat baik dan memenuhi persyaratan formal, tetapi tidak
dapat direalisasi, karena tidak atau belum cukup tersedianya
dana ganti rugi untuk pembebasan tanah bagi kepentingan

prasarana umum di dalam penerapan master plan dan detail

plan tersebut.
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akan

sangatlah [N
N —

I timbulnya [N

6. Konsolidasi dapat [ -
nyakit I

B. Peraturan Kebijakan
B kebijakan pada ruang lingkup penelitian hukum
dalam hubungannya dengan penulisan judul ini bermaksud
memaparkan konsep Peraturan Kebijakan. Munculnya peraturan
kebijakan merupakan suatu tuntutan dalam praktik kehidupan

pemerintah baik di pusat maupun daerah, seiring dengan

semakin komgpoleksnya tugas dan fungsi pemerintah di Negara kita
dewasa ini-h
I bukanlah

*Direktorat Landreform, Konsolidasi Tanah Perkotaan, Dirjen Agraria, Depdagri R,
Jakarta, 1987 hal-3
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ssssssss——

Hindia juga,
I 9

‘administratieve regeling”

bagi I
s I pscudowetgeving’,  “Pseudowettelijk

menyebutkan I
I oorshriften’ “richtlijnen’, regelingen’, circulairres’,

LS

“beleiosnota’s’, “reglementen’; “bekebdnakingen” Di Jerman orang

regels”

menyebutkan “verwaltung-sverordenugen” dan belakangan
“verwaltungsvorschriften”. Di Inggris “administrative rules” atau
“policy rules”.

Di Indonesia, kata-kata tersebut diterjemahkan dalam
berbagai macam istilah yang dapat ditemukan dalam
kepustakaan, yaitu “beleidsregel” diartikan peraturan kebijakan,
ada juga yang mengartikan peraturan kebijaksanaan, demikian
pula “pseudo wetgeving” diartikan sebagai “perundang-undangan
semu”. Dengan demikian peraturan kebijaksanaan bukan saja di
Indonesia telah lama ada dan dikenal, tetapi juga di setiap negara
membentuk serta menggunakannya dalam penyelenggaraan
pemerintah.

Dari pelbagai macam istilah yang disebutkan di atas, dalam
praktik istilah “kebijakan” identik dengan istilah “kebijaksanaan”
yang lazim dipergunakan sehari-hari, namun secara akademik
perlu dibedakan antara istilah “kebijakan” dan “kebijaksanaan”

dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan. Istilah

*A Soenarko, Publik Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Menganalisa

Kebijaksanaan Pemerintah, Surabaya, Airlangga University Press,2000,h.10.

*ibid, h.12.
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“kebijakan”bermakna perilaku atau tindakan yang mencerminkan
kebijakan bagi setiap pribadi pejabat, sedangkan “kebijaksanaan”
dalam pengertian hukum mempunyai makna sebagai tindakan
yang mengarah pada tujuan sebagai pelaksanaan dari kekuasaan
pejabat atau organ pemerintahan. Dengan perkataan lain, istilah
kebijaksanaan itu muncul sebagai akibat dari adanya kewenangan
bebas dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, sehingga
dalam penulisan buku ini dipilih istilah “kebijakan” namun
dimaksudkan sebagai peraturan perundang-undangan dan
langkah kebijaksanaan dalam penyelenggaraan konsolidasi tanah
perkotaan untuk pembangunan perumahan dan permukiman di
Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.

Dengan definisi-definisi tersebut dapat ditangkap makna dan
hakikat bahwa kebijakan juga dapat disebut sebagai kebijakan
publik karena merupakan suatu keputusan yang dilaksanakan
oleh pejabat pemerintah yang berwenang, untuk kepentingan
rakyat (public interest). Kepentingan rakyat ini merupakan
keseluruhan yang utuh dari perpaduan dan kristalisasi pendapat-
pendapat, keinginan-keinginan dan tuntutan-tuntutan dari rakyat
yang manivestasinya diwujudkan dalam peraturan perundang-
undangan. Menurut Friedrich dalam Soenarko, Kebijakan publik
diartikan sebagai berikut: “Public Policy is aproposed course of
action ofa person, group or government mithin a given environment
providing obstscles and opportunities with the policy was proposed
to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an
objective or purpose”. (Kebijakan publik adalah suatu arah tindakan
yang diusulkan padaseseorang, golongan atau pemerintah dalam

suatu lingkungan dengan halangan-halangan dan kesempatan-
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kesempatannya, yang diharapkan dapat memenuhi dan menga-
tasi halangan tersebut dalam rangka mencapai suatu cita-cita
atau mewujudkan suatu kehendak serta suatu tujuan tertentu).®
Pendapatlain menurutAnderson dalam Soenarko, menyimpulkan
suatu konsep Publik Policy adalah “Publik Policy is a purposive
course of action, followed by an actor or a set of sector in dealing
with a problem or matter ofconcern”.(Kebijakan public adalah suatu
arah tindakan yang bertujuan, yang dilaksanakan oleh pelaku
kebijaksanaan di dalam mengatasi suatu masalah atau urusan-
urusan yang bersangkutan).’

Sedangkan kebijaksanaan diidentikkan dengan Freises
Ermessen. Istilah Freises Ermessen tidak popular dikenal kalangan
pemerintahan kita melainkan kebijaksanaan.! Wewenang badan
ataupejabattatausahaNegaramembuatperaturan kebijaksanaan
didasarkan pada asas kebebasan bertindak (beleidsvrijheid atau
beoordelingsvijheid) atau lazimnya disebut “Freis Ermessen”

Dari segi mengikatnya, Belinfante mengemukakan,” peraturan
kebijaksanaan bukan peraturan perundang-undangan, tetapi
apakah peraturan kebijaksanaan tidak mengikat umum seperti
mengikatnya peraturan perundang-undangan”’ Suatu peraturan
kebijakan betapa pun dikatakan berbeda dengan peraturan
perundang-undangan, dalam kenyataannya ia dirasakan
“mengikat” juga secara umum, karena masyarakat yang terkena
peraturan itu tidak dapat berbuat lain kecuali mengikutinya”

Sibid, h.42

“Ibid,

*Philipus —
I ogjakarta, '

*Belinpante, Koff_

I 52mson Uitgeveri) NN 1 955 h 84.
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— kebijaksanaan

adalah:

“Aturan-aturan umum yang tidak dicantumkan dalam suatu
undang-undang atau peraturan (verordening). Aturan-
aturan kebijaksanaan bukan merupakan pemberian aturan
yang mengikat. Aturan-aturan kebijaksanaan adalah
pemberitahuan tertulis mengenai cara pemerintah akan

menggunakan wewenangnya"!’

segi NG kebijaksa-
naan [N perudang- I
1
|
-]
|

. Kesepakatan Para Pihak Sebagai Dasar Lahirnya Hubungan

Hukum

Kepemilikanseseorangatastanahgerupakan hakyangbersifat
keperdataan dan mempunyai nilai

N pada . Adapun NN

: yang harus dijadikan dasar dalam pelepasan hak atas tanah

-]
pemerinta . |
Iy, /ang

berlaku, yaitu:

"“Ten Berge, et al. Pengantar Hukum Perizinan, Disunting oleh Philipus M.Hadhon,
Utreeht, 1991 h.41.
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1. Asas Kesepakatan
“.. didasarkan pada asas kesepakatan antara pihak yang
memerlukan tanah dengan pemegang hak atas tanah.
Kesepakatan dilakukan atas dasar persesuaian kehendak
kedua pihak tanpa adanya unsur-unsur paksaan. kekhilafan

dan penipuan dan harus dilakukan dengan itikad baik.

2. Asas Keadilan

Penerapan asas ini dalam pengaturan pengadaan tanah,
yaitu masyarakat yang terkena dampak pembangunan harus
memperoleh ganti rugi yang dapat memulihkan kondisi
ekonomi mereka minimal setara keadaan sebelum dilakukan
pelepasan atau pencabutan hak atas tanah. Di sisi lain, pihak
yang membutuhkan tanah juga memperoleh tanah sesuai
rencanadan peruntukannya serta mendapatkan perlindungan
hukum.

3. Asas Kemanfaatan
“...pada prinsipnya harus dapat memberikan manfaat bagi
pihak yang membutuhkan tanah serta bagi masyarakat yang
tanah dilepaskan atau dicabut.

4. Asas Kepastian Hukum
“.. yakni dilakukan dengan cara yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan di mana semua pihak dapat

mengetahui dengan pasti hak dan kewajiban masing-masing.

5. Asas Musyawarah
Unsur yang esensial dalam musyawarah adalah kesatuan
pendapat di antara kedua belah pihak mengenai suatu

persoalan. Kehendak setiap warga merupakan bagian tidak
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terpisahkan dari kesatuan pendapat tersebut. Hasil dari
musyawarah adalah adanya kesepakatan bersama di antara
seluruh warga pemilik tanah dan pihak yang membutuhkan

tanah.

Asas Keterbukaan

“.. mengenai rencana pengadaan tanah untuk pemba-
ngunan demi kepentingan umum harus dikomunikasikan
kepada masyarakat pemilik tanah mengenai tujuan,
peruntukan tanah dan besarnya ganti rugi, serta tata
cara pembayaran ganti kerugian dan keseluruhan proses
administrasi atas pelepasan tanah tersebut.

Asas Partisipasi

Masyarakat pemilik tanah, masyarakat yang terkena
dampak, serta LSM yang ada di lokasi pengadaan tanah
dilibatkan dalam tahap pengumpulan data, perencanaan
permukiman kembali (resettlement), dan dalam pelaksanaan
proyek. Komunikasi dan konsultasi dengan pihak yang terkait
dilakukan secara intensif dan berkesinambungan untuk saling

memberi masukan yang diperlukan.

Asas Kesetaraan

Asas ini dimaksudkan untuk menempatkan posisi pihak
yang memerlukan tanah dan pihak yang tanahnya akan
dilepaskan atau dicabut harus diletakkan secara sejajar dalam

seluruh proses pengambilalihan tanah.

Asas Minimalisasi Dampak dan Kelangsungan Kesejahteraan
Ekonomi Pengadaan tanah dilakukan dengan upaya untuk

meminimalkan negatif atau dampak penting yang mungkin
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timbul dari kegiatan pembangunan tersebut. Di samping
itu juga harus diupayakan untuk memperbaiki taraf hidup
masyarakat yang terkena proyek pembangunan atau yang

tanahnya dilepaskan atau dicabut haknya."

Salah satu persyaratan penetapan lokasi konsolidasi tanah
adalah kesediaan pemilik tanah untuk menyetujui pelaksanaan
konsolidasitanah. Maknamenyetujui adalah sepakat. Kesepakatan
melahirkan perjanjian. Perjanjian menimbulkan perikatan dan
perikatan menimbulkan akibat hukum.

Kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak
saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup
suatu perjanjian atau pernyataan pihak yang lain.!?

Perjanjian dalam Buergelijgk Wet Book (BW) diatur dalam Buku
Il tentang Perikatan, Bab Kedua, Bagian Kesatu sampai dengan
Bagian Keempat. Pasal 1313 BW menyatakan “Suatu perjanjian
adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Menurut R. Setiawan, rumusan tersebut selain tidak lengkap
juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan
persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan diperguna-
kannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela
dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu, perlu
kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu:

1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu

perbuatanyangbertujuan untukmenimbulkan akibat hukum;

""Achmad Rubaie, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Bayumedia
Publishing, Malang, 2007, h.86

'2).H. Niewenhuis, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Terfjemahan Djasadin Saragih),
Surabaya, 1985,h.2
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2. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya”
dalam Pasal 1313 BW.

Sehingga perumusannya menjadi: “Persetujuan adalah suatu
perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan
dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau
lebih"!*

Pengertian perjanjian menurut Subekti, "Suatu perjanjian
adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang
lain atau dimana dua orang itusaling berjanji untuk melaksanakan
sesuatu hal”**

Sedangkan berdasarkan Black’s Law Dictionary, “agreement
sebagai berikut: “A coming together of minds; a coming in opinion
or determination; the coming in accord of two minds on a given
proposition. The union of two or more minds in a thing done or to
be a done; a mutual assent to do a thing.... Agreement might lack an
essential element of a contract™*

Sedangkan kontrak yang berasal dari bahasa Inggris “contracf
adalah: An agreement between two or more persons which creates
an obligation to do or not to do a particular thing. Its essentials are
competentpatties, subject matter, a legal consederatioan, mutualyity
agreement, an mutuality obligation ..... the writing which contains
the agreement of parties, with the terms and conditions, and which
server as a proof of the obligation”'®

Dengan demikian “kontrak adalah suatu perjanjian (tertulis)
antara dua atau lebih orang (pihak) yang menciptakan hak dan

1R Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung, 1979,h.49.

“Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1984,h. 1
*Henry Campbell Black, Black Law Dictionary, Sixth Edition, West Publishing Co, St.

Paul Minn, 1990,h.367.

“Black's, Ibid h.322.
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kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal
tertentu”!

Istilah kontrak atau perjanjian dalam sistem hukum nasional
memiliki pengertian yang sama, seperti halnya di Belanda tidak
dibedakan antara pengertian contract dan overeenkomst.

Syarat sahnya suatu perjanjian secara umum diatur dalam
Pasal 1320 BW. Terdapat empat syarat yang harus dipenuhi untuk
sahnya perjanjian. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertenty;

4. Suatu sebab yang halal.

Jika syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam
Pasal 1320 BW telah dipenuhi, maka berdasarkan Pasal 1338 BW,
perjanjian telah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan
kekuatan suatuundang-undang. Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) BW
menegaskan bahwa: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah
berlaku sebagaiundang-undang bagi merekayang membuatnya”

Ketentuan-ketentuan dalam Buku Ill BW menganut sistem
terbuka, artinya memberikan kebebasan kepada para pihak
untuk mengadakan perjanjian akan tetapi isinya selain tidak
bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan, dan
ketertiban umum, juga harus memenubhi syarat sahnya perjanjian.

Konsolidasi Tanah
Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional No.4 tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah pengertian

konsolidasi tanah adalah kebijaksanaan pertanahan mengenai

""Satrio, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992,h.32.
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penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta

usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, untuk

meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber
daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Dari pengertian tersebut dapat diidentifikasi beberapa elemen
substansial dari konsolidasi tanah, yaitu:

1. Konsolidasi tanah merupakan kebijakan pertanahan;

2. Konsolidasi tanah berisikan penataan kembali penguasaan,
penggunaan, dan usaha pengadaan tanah,

3. Konsolidasitanahbertujuan untukkepentingan pembangunan
untuk meningkatkan kualitas lingkungan, pemeliharaan
sumber daya alam;

4. Konsolidasi tanah harus dilakukan dengan melibatkan

partisipasi aktif masyarakat.

Kebijakan konsolidasi tanah adalah bagian dari subsistem
dari kebijakan pertanahan secara keseluruhan. Artinya bahwa
kebijakan konsolidasi tanah tidak terlepas berkaitan erat dalam
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Menurut A.P.Parlindungan
konsolidasi tanah adalah obyek dari landreform. Di kalangan
pakar landreform telah menyepakati bahwa konsolidasi tanah
perkotaan (urban land consolidation) adalah salah satu obyek
landreform. Contoh lain konsolidasi tanah juga berkaitan erat
dengan kebijakan hukum dibidang perumahandan pemukiman.*

Substansi dari kebijakan tanah adalah penataan kembali
penguasaan, penggunaan dan usaha pengadaan tanah. Penataan

kembali penguasaan tanah berarti melakukan upaya pengaturan

A PParlindungan, Beberapa Pelaksanaan Kegiatan Dari UUPA, Mandar Maju,
Bandung,1992 h.74
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secara rinci, terutama tentang subyek, obyek secara benar dan
sah.

Konsolidasi tanah perkotaan pada hakikatnya merupakan
suatu cara pendekatan dalam rangka memecahkan masalah
perkotaan khususnya yang menyangkut aspek pertanahan serta
usaha peningkatan pemanfaatan secara ekonomis dan optimal
dari pemilikan bidang tanah yang bentuknya tidak teratur dan
terpencar-pencar menjadi bentuk yang teratur serta tersedianya
jaringan jalan dan prasarana umum lainnya sesuai dengan
kebutuhan lingkungan.”

Konsolidasi tanah perkotaan adalah suatu model
pembangunan yang mengatur semua bentuk tanah yang semula
terpecah-pecah dan dengan bentuk yang tidak beraturan menjadi
tanah-tanah yang bentuk dan tata letaknya yang beraturan
melalui:

Pergeseran letak;
Penggabungan;
Pemecahan;
Penukaran;
Penataan letak;

o vk wN =

Penghapusan dan pengubahan.

Dan disempurnakan dengan adanya pembangunan fasilitas
umum seperti jalan, jalur hijau, dan sebagainya sehingga
menghasilkan pemanfaatan tanah yang lebih baik (ekonomis)

dan memenuhi berbagai persyaratan.?

""Direktorat Landreform Dirjen Agraria, Konsolidasi Tanah Perkotaan dan Kaitannya
Dengan Penataan Kota, Makalah, Penyuluhan Agraria dalam diskusi Tata Guna Tanah
Sehubungan Dengan Pembangunan di Daerah, Jakarta, 3-5 Desember 1985,h.365.

“Direktorat Landreform Dirjen Agraria, Konsolidasi Tanah Perkotaan, Jakarta,
1986.h.1.
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A.P. Parlindungan memberikan komentar tentang penataan
kembali dengan membagi dua golongan yaitu penataan kembali
tanah pertanian di pedesaan dan di perkotaan. Penataan
kembali tanah pedesaan, diusahakan areal lahan yang tersebar
di tempat lain disatukan dan ditentukan ceillingnya, daerah yang
tidak teratur ditertibkan, peningkatan sarana dan prasarana
(jalan, sistem irigasi dan pembuangan air). Penataan kembali di
perkotaan adalah menata tanah/bangunan yang tidak teratur
dijadikan daerah yang teratur, yang tidak ada jalan, dilengkapi
dengan sarana jalan, sanitasi, listrik, air bersih, perlengkapan yang
lebih baik dan menjaga ekosistem/lingkungan hidup yang lebih
baik.2!

Peraturan hukum yang mengatur konsolidasi tanah selain
aturan dasar dalam pasal 33 ayat (3)UUD 45, Pasal 2, 6, 14, UUPA,
Pasal 1 angka 8,9,10,11, Pasal 5, Pasal 7,25,26,31,32 UU No.4 Tahun
1992 tentang Perumahan dan Permukiman, Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang
No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan
Pemerintah No.80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun
dan Lingkungan Siap Bangun Yang berdiri Sendiri. Peraturan
Pemerintah No. 16 Tahun 2006 tentang Penatagunaan Tanah,
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 4 Tahun
1991 tentang Konsolidasi Tanah, Surat Edaran Kepala Badan
Pertanahan Nasional No.410-4245, Perihal Petunjuk Pelaksanaan
KonsolidasiTanah, tanggal 7 Desember 1991, Surat Edaran Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.410-1978,
Perihal Petunjuk Teknis Konsolidasi Tanah, tanggal 18 April 1996.

lbid, h.72
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Sedangkan sasaran dari konsolidasi tanah perkotaan adalah

terwujudnya penguasaan dan penggunaan lahan yang tertib dan

teratur sesuai dengan kemampuan dan fungsinya dalam rangka

catur tertib pertanahan. Berkaitan dengan sasaran tersebut maka

pemilihan lokasi harus memperhatikan Rencana Umum Tata

Ruang dan prioritas pembangunan kota serta memperhatikan

pula kondisi lingkungan termasuk kemampuan dan keinginan

para pemilik tanah untuk membangun dengan skala prioritas

sebagai berikut:

1.
2.

Wilayah yang padat permukiman,

Wilayah permukiman yang tumbuh pesat dan diperkirakan
segera berkembang secara alami, sehingga dikhawatirkan
terdapat berbagai masalah dikemudian hari bila tidak segera
ditata,

Wilayah yang sudah mulai tumbuh dan direncanakan menjadi
daerah permukiman tertentu,

Wilayah yang direncanakan menjadi kota/daerah permuki-
man baru,

Wilayah yang masih relatif kosong/sedikit bangunannya
(wilayah kota bagian pinggiran) yang diperkirakan akan
berkembang sebagai daerah permukiman,

Wilayah kota bagian pinggiryang telah ada jalan penghubung

ke jalan utama.*

Adapun manfaat konsolidasi tanah perkotaan adalah sebagai

berikut:

Zlbid, h.34
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Mempercepat penyelesaian pembangunan prasarana dan
fasilitas perkotaan sesuai dengan tata kota, yang dilakukan

secara berkesinambungan.

Meningkatkan daya guna tanah karena bentuk-bentuk persil
tanah yang semula tidak beraturan menjaditeratur, berbentuk
empat persegi, masing-masing menghadap jalan dan siap
dibangun,

Menghemat pengeluaran pemerintah untuk ganti rugi tanah
dan biaya pembangunan prasarana dan fasilitas kota karena
biaya-biaya tersebut ditanggung bersama secara adil oleh

pemilik tanah,

. Walaupun ada pengurangan luas pemilikan tanah, namun
nilai pemilikan tanahnya setelah konsolidasi akan tetap sama

bahkan meningkat.

Menghindari pemindahan penduduk dari lokasi semula
karena setelah konsolidasi para pemilik akan menerima
kembali tanahnya dalam bentuk dan kondisi yang lebih
menguntungkan,

Dapat dijadikan dasar dalam pembinaan pembangunan
masyarakat kota yang dinamis untuk berperan serta dalam

pembangunan kota, serta dapat mencegah timbulnya
kerawanan sosial akibat pembedaan lingkungan pemukiman,

Mempercepat kegiatan administrasi pertanahan dan menun-

jang sistem perpajakan tanah yang lebih akurat dan adil,

Persil-persil tanah pengganti biaya pembangunan proyek/

TPBP (Cost Equivalent Land) pada prioritas pertama dapat
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dimanfaatkan bagi kepentingan penyediaan rumah mewah
atau rumah susun (BTN/Penunnas).

9. Tanah-tanah yang sudah dikonsolidasi dapat dibangun sendiri
oleh pemilik tanah, oleh pemilik tanah atau atas bantuan

kredit pemilikan rumah (KPR),

10. Mencegah kemungkinan terjadinya spekulan lahan/tanah
karena nilai dan harga lahan akan dinikmati secara langsung
oleh pemilik tanah yang bersangkutan, sekaligus dapat
menciptakan stabilitas harga tanah sekitar.*®

Indonesiasendirisebagaisalah satunegaraberkembangsangat
layak untuk memanfaatkan program konsolidasi tanah perkotaan
sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan sosial
rakyatnya. Dengan demikian pelaksanaan dari pada konsolidasi
tanah tersebut merupakan kebijaksanaan penataan kembali
tanah-tanah perkotaan yang menunjang pembangunan dewasa
ini dan masa mendatang sehingga memerlukan pengaturan
untuk lebih mendorong dan memperlancar pelaksanaannya

secara tertib.

Permukiman

Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pemba-
ngunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan
seluruh  masyarakat Indonesia yang menekankan pada
keseimbangan pembangunan kemakmuran lahiriyah dan
kepuasan bathiniah, dalam suatu masyarakat Indonesia yang
maju dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila. Perumahan

dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia dan

Zlbid. h.75
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mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan
watak serta kepribadian bangsa, dan perlu dibina serta
dikembangkan demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan
dan penghidupan masyarakat. Perumahan dan permukiman tidak
dapat dilihat sampai sarana kebutuhan kehidupan semata-mata,
tetapi lebih dari itu merupakan proses bermukim manusia dalam
menciptakan ruang kehidupan untuk memasyarakatkan dirinya,
dan menampakkan jati diri.

Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam
pembangunan dan pemilikan, setiap pembangunan rumah hanya
dapat dilakukan di atas tanah yang dimiliki berdasarkan hak-hak
atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menjamin perlindungan
hak-hak atas tanah yang dimiliki pemilik tanah, dalam pelepasan
hak atas tanah didasarkan pada asas kesepakatan, memberi
landasan bagi setiap kegiatan pembangunan di bidang
perumahan dan permukiman untuk terjaminnya kepastian dan
ketertiban hukum tentang penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah memberikan landasan bagi pembangunan perumahan
dan permukiman yang pada hakikatnya sangat kompleks dan
bersifat multidimensional serta multisektoral, perlu ditangani
secara terpadu melalui koordinasi yang berjenjang di setiap
tingkat pemerintahan serta harus sesuai dengan tata ruang.
Undang-undang ini juga memberikan landasan bagi pembinaan
perangkat kelembagaan di daerah dalam rangka penyerahan

urusan pemerintah di daerah dengan pelaksanaan otonomi
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daerah yang nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat
pada daerah Kabupaten dan Kota. Pembinaan penyuluhan
kegiatan pembangunan perumahan dan permukiman di daerah
pedesaan dalam rangka mendorong dan menggerakkan usaha
bersama masyarakat secara swadaya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 67 “Setiap orang
berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan
hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan
lingkungan hidup”. Hal ini sebagai landasan bagi setiap orang
kewajiban melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan
perumahan dan permukiman, sejalan dengan kewajiban setiap
orang atau badan yang melakukan kegiatan pembangunan
rumah atau perumahan untuk memenuhi persyaratan teknis,
ekologis, dan administratif.

Perumahan merupakan suatu permasalahan yang rumit
bagi masyarakat, sehingga perlu ada pemecahan permasalahan
melalui suatu tindak pemerintahan agar terjadi suatu bentuk
kesejahteraan  masyarakat sehingga diperlukan adanya
konsolidasitanah (land consolidation/land assembly). Konsoliodasi
tanah merupakan sal ah satu bentuk atau model pembangunan
di bidang pertanahan yang mencakup wilayah perkotaan dan
pertanian dengan tujuan mengoptimalkan penggunaan tanah.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992

tentang Perumahan dan Permukiman menyatakan:

Konsolidasi tanah permukiman adalah upaya penataan
kembali penguasaan, penggunaan dan pemilikan tanah

melalui usaha bersama untuk membangun lingkungan siap
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bangun dan menyediakan kaveling tanah matang sesuai
dengan rencana tata ruang yang ditetapkan Pemerintah
Daerah Tingkat Il, khusus untuk Daerah Khusus ibu kota
Jakarta rencana tata ruangnya ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Hak setiap warga negara Indonesia untuk dapat memiliki
rumah dinyatakan dalam Pasal 5 Undang-Undang No.4 Tahun
1992 tentang Perumahan dan Permukiman, yaitu:

1) Setiap warga Negara mempunyai hak untuk memiliki atau
menempati, atau menikmati rumah yang layak dalam

lingkungan yang sehat dan teratur.

2) Disamping hak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)
setiap warga Negara mempunyai kewajiban dan tanggung
jawab swadaya dalam pembangunan perumahan dan

permukiman.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang
Perumahan dan Permukiman ditentukan batasan rumah seperti
dalam Pasal 1 angka 1:“Rumah adalah bangunan yang berfungsi
sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan
keluarga” Sedangkan mengenai perumahan ditentukan dalam
Pasal 1 angka 2 “Perumahan adalah sekelompok rumah yang
berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan
hunian yangdilengkapi denganprasaranadansaranalingkungan”.

Rumah yang layak adalah bangunan rumah yang sekurang-
kurangnya memenuhi persyaratan keselamatan bangunan
dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan

penghuninya. Lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur
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adalah lingkungan yang memenuhi persyaratan penataan ruang,
persyaratan penggunaan tanah, pemilikan hak atas tanah, dan
kelayakan prasarana serta sarana lingkungannya.

Pasal 1 angka 3 menyatakan “Permukiman adalah bagian dari
lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa
kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai
lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat
kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan”.

Dalam pembangunan perumahan, sesuai dengan ketentuan
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 ditentukan:

Penataan perumahan dan permukiman bertujuan untuk:

a. Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan
dasar manusia, dalam rangka peningkatan dan pemerataan

kesejahteraan rakyat;

b. Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam

lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur;

¢. Memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran

penduduk yang rasional;

d. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya,

dan bidang-bidang yang lain

Dalam pelaksanaan kegiatan konsolidasi tanah khususnya
untuk permukiman di daerah perkotaan, satu hal yang tidak
dapat dilupakan adalah yang berkenaan dengan penyediaan
lahannya atau tanahnya yang tentu saja hal ini harus disesuaikan
pula dengan perencanaan wilayah kota. Oleh karena itu tidak
dapat dipungkiri bahwa tanah sebagai salah satu unsur penting

dari pada sumber kemakmuran rakyat Indonesia.
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Disadari bahwa dengan meningkatnya pembangunan
permukiman di daerah perkotaan, diperlukan penyediaan tanah
dengan jumlah yang tidak sedikit. Di samping untuk pembangu-
nan di bidang lain khususnya dalam pembangunan perluasan
kota. Dalam hubungan ini sering kali menimbulkan berbagai
hambatan yang disebabkan terbatasnya jumlah persediaan tanah.

Pasal 25 UU No4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Pemukiman, bahwa kegiatan pembangunan lingkungan siap
bangun yang dilakukan oleh masyarakat pemilik tanah melalui
konsolidasi tanah yang dilakukan secara bertahap merupakan
kemudahan yang dapat meringankan beban masyarakat
dalam melakukan penataan lingkungan huniannya secara dini.
Sedangkan melalui konsolidasi tanah yang dilakukan oleh
masyarakat pemilik tanah, dimaksudkan juga mencegah adanya
lingkungan perumahan yang tidak mengalami penataan ruang
dan penyediaan prasarana lingkungan, sehingga terwujud
lingkungan hunian yang sehat, aman, serasi dan teratur.

Pembangunan fisik terutama dalam bidang permukiman
memerlukan tanah, sedangkan tanah di kota terbatas jumlah
dan luasnya. Dilihat kecenderungan bahwa penggunaan tanah
sebagai sarana pembangunan tidak terarah pada suatu pola,
sehingga menyebabkan pembangunan itu sendiri tidak merata

dan teratur.
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KETENTUAN HUKUM YANG MENGATUR
HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK
DALAM KONSOLIDASI TANAH







KETENTLIAN HUKUM YANG MENGATLR
HUBLNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM
KONSOLIDASI TANAH

A. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945)

Pasal 33 ayat (3), menyatakan: “Bumi, air, dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian bumi menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang
No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria
(UUPA), permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi, termasuk
pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air.
Permukaan bumi menurut Pasal 4 ayat (1) UUPA adalah tanah.**

Pengertian air menurut Pasal 1 ayat (5) UUPA adalah air
yang berada di perairan pedalaman maupun air yang berada di
laut wilayah Indonesia. Sedangkan pengertian ruang angkasa
menurut Pasal 1 ayat (6) UUPA adalah ruang di atas bumi wilayah
Indonesia dan ruang di atas air wilayah Indonesia. Pasal 48 ayat (1)
UUPA menyatakan“Hak guna ruang angkasa memberi wewenang

untuk mempergunakan tenaga dan unsur-unsur dalam ruang

*Urip Santoso, Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah, Kencana Prenada Media
Group, Jakarta,2008,h.3.
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angkasa gunausaha-usahamemeliharadan memperkembangkan
kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan itu”

Kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi disebut lahan,
yaitu unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala
macam batuan, termasuk batuan-batuan mulia yang merupakan
endapan-endapan alam (Undang-undang No. 11 Tahun 1967
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan).?®

Makna dikuasai Negara dalam Pasal 33 ayat (3) merupakan
dasar bagi konsep hak penguasaan Negara. Pengertian dikuasai
bukan berarti memiliki, tetapi kepada Negara sebagai organisasi
kekuasaan tertinggi yang diberikan kewenangan. Makna dikuasai
Negara tidak terbatas pada pengaturan, akan tetapi Negara
mempunyai kewajiban untuk turut ambil bagian secara aktif
dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan rakyat.

Pengertian dikuasai Negara menurut Mohammad Hatta
“Dikua-sai Negara tidak berarti Negara sendiri menjadi
pengusaha, usahawan atau ondernemer. Lebih tepat dikatakan
bahwa kekuasaan Negara terdapat pada membuat peraturan
guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula

penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal” 2

Pengertian dikuasai Negara menurut Bagir Manan:

1. Penguasaan semacam pemilikan oleh negara artinya negara
melalui pemerintah adalah satu-satunya pemegang wewenang
untuk menentukan hak, wewenang atasnya, termasuk di sini

bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya

“Ibid
*Mohammad Hatta, Penjabaran Pasal 33 UUD 1945, Mutiara Jakarta, 1977,h.28.
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